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BUPATI BANYUWANGI 
 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR  12  TAHUN  2011 

TENTANG 

RETRIBUSI JASA UMUM 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI   BANYUWANGI, 

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 
asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta 
untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan daerah; 

   b.  bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan 
Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum perlu diganti;  

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b, perlu mengatur retribusi daerah khususnya retribusi 
jasa umum dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah. 

 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1960 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 
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5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meteorologi Legal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3881); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

13. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 ); 

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2006  Nomor  63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4634); 
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18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2006  
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4674); 

19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  68, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843); 

21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penglolaan 
Sampah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4851); 

22. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5025); 

23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 

24. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

26. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5063); 

27. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

28. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 
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30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya 
Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 
Tahun 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3329); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan 
Pembebasan untuk di Tera dan/atau di Tera Ulang serta Syarat-       
Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya; 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan 
Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman 
(Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3350); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3527); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan 
Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3528); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 43  Tahun 1993 tentang Prasarana 
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 663, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3529); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 44  Tahun 1993 tentang Kendaraan 
dan Pengemudi (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3530); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan 
Orang Asing dan Tindakan  Keimigrasian (Lembaran Negara 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3637 ); 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3838); 
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41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat 
Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  3934); 

42. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan  Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  3980); 

43. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan 
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  3981); 

44. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 
Kualitas dan Pengelolaan Pencemaran Air (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4161); 

45. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

46. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

47. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

48. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4736); 

49. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

50. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 

51. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan; 

52. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern; 


